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BAB 1 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sektor publik khususnya di Indonesia yang semakin pesat 

merupakan upaya pemenuhan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil temuan 

White Book Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation yang 

dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa penguasaan 

teknologi berpengaruh sebesar 89% pada kinerja sebuah Negara terutama sektor publik 

dalam memenuhi SDGs (Satriya, 2019).  Pemanfaatan teknologi selain meningkatkan taraf 

hidup seluruh lapisan masyarakat, juga berdampak pada konektivitas anatara individu dan 

organisasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi pada seluruh bidang 

pembangunan. Reformasi pembangunan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menitik beratkannya  pada pemerintah daerah. 

Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut 

daya saing disetiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan 

mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan dalam menerima setiap 

kemajuan yang ada termasuk dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen 

Daerah yang merupakan bentuk upgrading sistem akuntansi pemerintahan. Dengan adanya 

Undang-undang  No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah 

mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban  keuangan daerah yang sangat 

terkait dengan reformasi regulasi keuangan  Negara. Harus diakui bahwa saat ini good 
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governance masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia. Good 

governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 

penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat 

dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah 

berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan 

atau sebaliknya (Sinaga 2007).  

Jika dilihat dari kaca mata akuntansi sektor publik, paling tidak terdapat alasan  

utama mengapa good governance masih jauh dari kenyataan. Salah satunya yaitu  

belum optimalnya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang dapat 

mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Hal tersebut dialami 

oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.  Jika sistem akuntansinya tidak 

memadai dan belum terintegrasi secara menyeluruh maka sudah barang tentu  sistem 

pencatatan dan pelaporannya kurang handal.  Berbicara soal pelaporan, Laporan 

Keuangan merupakan output dari akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. Yang 

artinya tolak ukur baik atau  tidaknya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dilihat 

dari bagaimana laporan keuangan pemerintah daerahnya. Laporan Keuangan 

merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh lapisan aparatur termasuk Satuan 

Kerja Perangkat Daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh 

pemerintah selama satu periode. Laporan keuangan diwajibkan mengikuti standar 

akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. 

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi 

pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan 

pertanggungjawaban telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam 

penyelenggaraan  pemerintahan daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan 

daerah. Laporan Keuangan SKPD selanjutnya kembali dijadikan satu kesatuan menjadi 
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selanjutnya diperiksa oleh Badan 

Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tujuan Pemeriksaan atas laporan Keuangan adalah 

untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan 

dalam laporan keuangan. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu : 

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion)  

2.  Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion) 

3.  Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) 

4.  Opini  Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). 

 

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan 

utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. 

Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan  

keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau 

tidak. Maka dari itu pemerintah terus berupaya memberikan kebijakan terbaik terkait 

sistem pengelolaan  keuangan agar dapat menyajikan  laporan sebaik-baiknya sehingga 

akuntabilitas kinerja keuangan dapat terjamin. 

Setiap pemerintah daerah akan diberikan penilaian atas laporan keuangannya 

termasuk Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan Republik 

Indonesia Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan 

Ilir adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir : 

No. LKPD Tahun Anggaran Tahun pemeriksaan Hasil Opini 

1. LKPD Tahun 2016 2017 WTP 

2. LKPD Tahun 2017 2018 WTP 

3. LKPD Tahun 2018 2019 WTP 

4. LKPD Tahun 2019 2020 WTP 

Sumber : website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

     

      Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir 

pada 4 tahun terakhir dapat mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). Jika dilihat dari hasil pemeriksaan oleh BPK, secara garis besar laporan 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak mengalami kendala suatu 

apapun, meskipun pada proses pengelolaannya masih menggunakan Standar Akuntansi 

Keuangan Daerah yang lama.  

Semangat reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tansparansi dan 

akuntabilitas yang merupakan bagian dari Good Governance secara konsisten. 

Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan 

daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh unit-

unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh 

masing-masing instansi pemerintah. Sistem Informasi merupakan kebutuhan bagi suatu 

entitas dalam men jalankan aktivitasnya. Kelangsungan hidup organisasi sangatlah sulit 

tanpa penggunaan teknologi sistem informasi. Sistem informasi menjadi penting dalam 

membantu organisasi menghadapi pesatnya arus ekonomi global. Pada saat bersamaan, 
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organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk 

mendapatkan manfaat dari teknologi baru. 

      Salah satu upaya penerapan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung 

proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah  sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable diwujudkan oleh Deputi 

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan menfasilitasi 

pemerintah dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).  

      Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah 

beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual 

maupun terkomputerisasi (computerized). Penyajian laporan keuangan dalam 

permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPKP dalam hal ini Deputi 

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memberikan respon positif 

atas terbitnya permendagri ini, dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat 

digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program 

aplikasi dimaksud adalah Program Aplikasi Komputer SIMDA. Program aplikasi ini 

telah diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 oleh Deputi Pengawasan Bidang 

Penyelenggaraan Keuangan Daerah bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Forum 

SAKD di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi Bogor. 

“Secara umum, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu 

sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan 

serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai 
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dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna 

untuk mendukung fungsi operasi manajemen” (Machmud, Rizan. 2013). 

 

“Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi 

yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan 

daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, 

penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya” (BPKP, 2008).  

Sampai dengan 30 Juni 2020,  Program Aplikasi SIMDA yang merupakan salah 

satu aplikasi penunjang sistem akuntansi sektor publik pemerintahan daerah yang baru 

dijalankan oleh 440 Pemerintah daerah  dari 542 pemerintah daerah yang ada, terdiri 

dari : 

 

Tabel 2: Data pengguna aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di 

Indonesia Tahun 2020 

No. Jenis Implementasi Jumlah Pemerintah Daerah 

1 SIMDA Keuangan 394  

2 SIMDA BMD 403  

3 SIMDA Gaji 51  

4 SIMDA Pendapatan 169  

5 SIMDA Integrated 196  

6 Dashboard Keuangan 5  

7 Koneksi CMS 225  

  
Pemerintah daerah  Pengguna 

SIMDA 
440  

Sumber : website resmi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah 

 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pengguna aplikasi pendukung sistem akuntansi 

sektor publik hanya 440 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah atau jika dalam 
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persentase sebesar 81,19%. Sedangkan pada aplikasi SIMDA Keuangan hanya 72,7% 

atau 394 pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sebagai alat penunjang sistem akuntansi 

pemerintah, dalam praktiknya SIMDA dapat menghasilkan berbagai laporan salah 

satunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dari seluruh 

laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang biasa disebut 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sama halnya dengan LKPD, Laporan keuangan 

SKPD juga harus dipertahankan kualitasnya. Maka dari itu penting untuk terus 

dievaluasi dari tahun ketahun baik dari segi perencanaan, pengelolaan, penyusunan, 

hingga evaluasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah 

Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana 

fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan 

dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD 

adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan 

Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu SKPD yang 

bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.  Laporan keuangan di 

BPKAD berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 

2015 meliputi : 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  

b. Neraca;  

c. Laporan Operasional (LO);  

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan  

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 
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Salah satu contoh Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penggunaan SIMDA 

adalah Laporan Realisasi Anggaran yang pada penelitian ini berfokus pada laporan 

keuangan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir 

 

Tabel 3: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Kabupaten Ogan Ilir 

No. Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Persentase 

(%) 

1. 2020 1.742.870.674.726,23 1.588.599.491.000,40 91,14% 

2. 2019 1.752.808.762.006,88 1.574.047.494.490,64 89,80% 

3. 2018 1.559.297.511.197,06 1.315.968.613.499,50 84,40% 

4. 2017 1.453.297.511.197,06 1.102.973.684.241,32 75,89% 

     

No. Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Persentase 

(%) 

1. 2020 1.620.077.668.496,00 1.509.257.842.606,19 93,15% 

2. 2019 1.684.762.788.194,11 1.630.999.584.105,10 96,80% 

3. 2018 1.542.258.258.561,85 1.366.601.424.693,52 88,61% 

4. 2017 1.542.879.089.106,21 1.243.190.688.873,14 80,57% 

Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir 

 

       Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir Persentase realisasi anggarannya juga baik dari tahun-ketahun. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah 

dikelola dengan baik. Namun kembali lagi apakah dalam proses pengelolaannya sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena untuk mendapatkan penilaian yang 

baik dipengaruhi banyak hal sebagaimana Kriteria diantaranya, adalah: Kesesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate 

disclosures), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).  

Keseriusan pemerintah daerah termasuk didalamnya satuan kerja perangkat daerah 

dalam mengadopsi SIMDA berdasarkan tabel penggunaan SIMDA di Indonesia yang 
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hanya mencapai 72,7% berujung pada pembaharuan aplikasi SIMDA Keuangan 

dengan berbagai versi hingga dengan mengubahnya menjadi Sistem Informasi 

Pembangunan (SIPD) seperti tertuang dalam  Peraturan  Kementerian  Dalam Negeri  

Nomor 98 Tahun 2018. Kemudian Kementerian Dalam Negeri  kembali 

memperbaharuinya dengan menghadirkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(SIPD). Hal tersebut dikarenakan pada Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 98 

Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah  belum mengatur 

informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu 

diganti untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada 

masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan harapan dapat meningkatkan 

pemahaman, dipedomani dan diimplementasikan sebagai acuan pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah termasuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah 

secara akuntabilitas dan transparan.  Semuanya jelas tertuang dalam Peraturan  Menteri 

Dalam  Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang 

mana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan SIPD dalam urusan 

pemerintahannya.  

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dewasa ini menuntut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Ogan Ilir Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah turut 

mengadopsi solusi yang ditawarkan pemerintah dengan harapan yang sama agar 
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akuntansi sektor publik terutama  laporan  keuangan pemerintah lebih berkualitas demi 

terciptanya pemerintahan yang baik atau good governance.  Badan Pengelolaan 

Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah Kabupaten Ogan Ilir.  

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No.70 Tahun 2019 memperhatikan 

Permendagri No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  dan  

Peraturan Kementerian Dalam  Negeri No. 77 Tahun 2020  tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa proses perencanaan, pengumpulan, 

penyusunan pertanggungjawaban  pelaksanaan  hingga pemeriksaan keuangan daerah 

berbasis elektronik atau komputerisasi  yakni dengan  Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah (SIPD) (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020). 

Fakta yang penulis temui di lapangan, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir belum secara penuh menggunakan  SIPD 

dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya pengelolaan keuangan 

terutama proses penyusunan laporan keuangan SKPD masih mereka lakukan dengan 

bantuan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, yang secara aturan 

standar akuntansi telah diperbaharui sebagaimana diatur dalam permendagri No.70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah mencabut dan menggantikan 

Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang 

merupakan reformasi dari SIMDA. 

 

Berdasarkan pasal 2 Permendagri No. 70 Tahun 2019 dijelaskan bahwa ruang 

lingkup SIPD meliputi : 

1. Informasi Pembangunan Daerah 
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2. Informasi Keuangan daerah,  

3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya (Pemendagri 2019). 

Seharusnya penggunaan SIPD ini menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kualitas 

laporan keuangan SKPD sebagai wujud akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah.  

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh BPKP dan 

dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem 

informasi yang telah digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya di lingkungan satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan 

dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).   

Hadirnya SIMDA ditengah-tengah manajemen pengelolaan keuangan daerah pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini patut dipertanyakan. 

Apakah bertahannya kualitas Laporan Keuangan SKPD di BPKAD Kabupaten Ogan 

Ilir beberapa tahun terakhir karna ada pengaruh dari konsistensi BPKAD Ogan Ilir 

untuk tetap menerapkan SIMDA dan enggan mengadopsi sistem terbaru yaitu SIPD. 

Padahal bupati Ogan Ilir sendiri menyatakan bahwa  kinerja pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni BPKAD 

Kabupaten Ogan Ilir taat pada aturan yang berlaku.  Kualifikasi SIPD telah didesain 

sedemikian rupa guna memperbaiki cacatnya sistem yang diterapkan sebelumnya.  

Pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi terbaru sehingga dapat 

menghasilkan Laporan Keuangan yang  memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi 

yang tinggi. Oleh sebab itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan  yang  

berkualitas tersebut  tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang lebih mutakhir 

dan memadai sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah yang berlaku.  
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Pengaruh SIMDA terhadap laporan keuangan telah banyak menarik perhatian 

peneliti. Diantaranya C. Ariska, Masniadi, dan Rachman (2019) bagaimana penerapan 

SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Sumbawa. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan. Nasution dan Nurwani (2021) juga menganalisis penerapan 

SIPD di BPKAD Kota Medan dengan hasil penelitian bahwa SIPD digunakan untuk 

menjalankan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan yang merupakan program dari pemerintah Kota Medan. Selanjutnya. Afrizal 

(2019) dengan penelitian pengaruh penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan 

keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan hasil penelitian 

terdapat pengaruh signifikan antara independen (Aplikasi SIMDA) secara parsial 

terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Kemudian Y. I. Ariska dan 

Indriasari (2019) juga menganalisa pengaruh penggunaan SIMDA terhadap kualitas 

LKPD Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan 

keuangan dipengaruhi 75,3%. Ananda dan Sari (2020) juga meneliti pengaruh 

implementasi SIMDA Keuangan terhadap kualitas Laporan Keuangan di DINKES  

Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini juga menyatakan bahwa secara parsial 

SIMDA Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Selanjutnya Lynda (2018) meneliti apakah implementasi SIMDA, kualitas SDM, dan 

penerapan standar akuntansi dan SPIP mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

daerah dengan hasil Kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi 

manajemen keuangan daerah, penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian 

intern pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Runtuwene, Saerang, dan Morasa 

(2017) juga melakukan penelitian yang sama dengan hasil yang sama juga. Begitupun 
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dengan Alfian (2016) yang berhasil membuktikan bahwa Aplikasi SIMDA Keuangan  

telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainya dengan 

kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan 

dengan sistem sebelumnya atau sistem manual. 

Berbagai variabel dan sudut pandang diterapkan oleh peneliti diatas namun belum 

ada yang meneliti bagaimana pengaruh aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan 

keuangan di suatu instansi disaat peraturan yang mengizinkan penerapan SIMDA yakni 

Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang 

merupakan hasil pertimbangan dari Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dan digantikan dengan Permendagri No.70 

Tahun 2019 diperkuat dengan Permendagri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa dalam proses pengelolaan 

keuangan daerah harus menggunakan sistem komputerisasi sebagaimana Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) terbaru yakni SIPD bukan SIMDA ataupun penggunaan 

secara berdampingan apapun alasannya. Pun jika masih dalam masa adopsi namun 

BPKAD Kabupaten Ogan Ilir belum menunjukkan upaya optimal penggunaannya dari 

semenjak peraturan tersebut dikeluarkan. Berbeda dengan Kabupaten lain seperti 

Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah menerapkan secara optimal SIPD dalam 

pengelolaan keuangannya. 

Melihat fakta demikian menarik keinginan penulis untuk melakukan  penelitian 

dengan judul “Pengaruh Aplikasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir”.  
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B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang diatas maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana Pengaruh  Kegunaan  SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan 

Ilir ?. 

2. Bagaimana Pengaruh  Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir ?. 

3. Bagaimana Pengaruh  Kegunaan dan Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir ?. 

4. Bagaimana Pengaruh  Kegunaan  SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan 

Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, 

Golongan/pangkat dan Masa Kerja ?. 

5. Bagaimana Pengaruh  Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat 

Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja ?. 

6. Bagaimana Pengaruh  Kegunaan dan Kemudahan Pengguna SIMDA Keuangan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, 

Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja ?. 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penulisan ilmiah ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh  Kegunaan  SIMDA Keuangan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh  Kemudahan Pengguna SIMDA 

Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh  Kegunaan dan Kemudahan Pengguna 

SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh  Kegunaan  SIMDA Keuangan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, Jenis Kelamin, 

Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja. 

5. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh  Kemudahan Pengguna SIMDA 

Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, 

Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja. 

6. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh  Kegunaan dan Kemudahan Pengguna 

SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir ketika Dikontrol dengan Usia, 

Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan/pangkat dan Masa Kerja. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Secara Teoritis,  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 

langsung maupun tidak langsung bagi seluruh civitas akademika jurusan Ilmu 

Administrasi Publik.  

2. Secara Praktis, 

      Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan 

pemikiran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan 

Ilir dalam meningkatkan implementasi kebijakan-kebijakan atau program-program 

yang sudah direncanakan dan diterapkan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.  
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